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A. PENGENALAN SISTEM HKI DI INDONESIA

1.

Dengan memasuki era pasar bebas, sebagai konsekwensi ditanda-tanganinya Trade-

Reiate;d Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP’s) Agreement dalam kerangka

~ World Trade Organization, Indonesia telah melakukan kewajibannya sesu_ai.dengan

apa yang disepakati dalam perjanjian tersebut,_yaitu dengan menerbitkan perundang-

undangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelekiual (HK1) tersebut.

Rejim HKI di lnd.onels'ia saat ini -terdiri'darilHak _Cipta (UU Neo.12 Tahun 1997 yo
"UU No.19 Tahun 2002), Hak Paten (UU No.13 Tahun 1997 Yo No.14 Tahun
- 2001), Merek (UU No.14 Tahun 1997 Yo, UU No.15 Tahun 2001), Rahasia

Dagang (UU No.30 Tahun 2000), Desain Industri (UU Ng. 31 Tahun 2000) dan
Desain Tzita Letak Sirkuit Terpadu (UU. No.32 Tahun 2000).

Di bidaﬁg hukum HKI telah terjadi suatu perubahan yang cukup berarti di Indonesia
yaitu dengan beru'b'ahnya system pendaftaran HKI dari system Deklaratif menujlj
Konsntutn“ ‘atau dari pnnmp “FIRST TO USE” ke “FIRST TO FILE", kecuali
HAK CIPTA dan RAHASIA DAGANG '

4. Pendaflaran berarti mencatat secara resmi HK1 pada Kantor Pendaftaran HK1.

* Makalah: disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi HKI bagi kalang'm Apamur Pemerintah !
Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Kecil dan Menengah.- Scmarang 28-29 ’ :
Okiober 2002

* Ketna Klinik HK1 Fakultas Hukum Undip.
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5. Konsekwensi dari perubahan system pendaftaran semacam itu adalah bahwa =
- kepemilikan atas HKI merupakan suatu pengakuan secara sah, dan hak itu hanya

timbul, dan diberiken oleh negara kepada seseorang pemohon kalau yang

permohonan yang dimintakan untuk pendaftaran sebuah HKI,

6. Manfaat Pendaftaran adalah mendapat bukti resmi kepemilikan. hak atas Kekayaan

. Intelektual, dan sekaliguﬁ menjadi alat bukti sah bilamana terjadi suatu sengketa atas -
'HKI. Dengan demikian telah terjadi suatu pengakuan secara.hukum kepemilikan atas
. HKI pada diri pehdaﬂamya,l' dan seké_ligus _ memberikan hak kepadanya untuk

menuntut bilamana haknya tersebut dilanggar oléh pihak lain.

7. Tuntutan Hukum yang dapat dilakukan karena adanya ﬁela_nggaran hukum terhadap.
suatu HKI yang terdaftar adalah dapat dilakukan melaiui jalur pidz;na méupun jalur
perdaté Dalam bidang HKI karén'a telah terjadi perubahan yang 6ukup pﬁnv.ip yaitu

: perubahan sifat HKI yang semula lebih cenderung kepada hukum publlk men_;adi
hukum perdata maka pelanggaran hukum HKI bukan lagi merupakan pelanggaran
biasa (delik biasa) melamkan_-merupakan sebuah delik aduan (pasal 382 bls KUHP

~ tentang Persaingan Curang, pasal 383 tentang Penipuan, dan pasal 390 tentang
~ penyerahan barang atau produk yang diketahui palsu. Sedangkan tuntutan Perdata -
* dilakiikan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. | |

8. Y_ang berhak mendapatkan perlindung_a_h hukum HKI karena pendaftaran ini adalah:
e Produsen/Pemilik HKI. '
¢ Masyarakat Pengguna Produk/Jasa -~~~

¢ Negara

berqangkutan telah mengajukan permohonan dengan memenuhi semua syarat



9.

10.

1.

Melihat begini pentiﬁgnya masalah HKI vang sehari-hari menjadi bagian daﬁ‘ hidub
kita, maka pemahaman mengenai masaiah HKI ini'menjadi suétu hal yang tidak dapat
ditawar-tawar lagi. K'm,isusnya bagi dunia usahé yang langsung berkiatan dengan
HKT ini. pemahaman mengenai system HKI kita sangat 'penting, terutama pada saat
kita memasuki era pasar global .dan sebagai konsekwensi telah ditanda-ténganinya
TRIP.S itu. | ’ | |

Amerika Serikat, misalnya, telah menempatkan I_n_donesia dalam “Priority Watch
List”, karena Indonesia dianggap sebagai Negara yang pali'ng tidak mematuhi

ketentuan HKI yaitu dengan tingkat pelanggaran HKI yang sa'ngat 'finggi; ‘Dalam hal

i AS men_ghéndak'i agar Indonesia sebagai sebuah Negara yang telah ‘menanda-

tangani TRIP,S wajib untuk mematuhi ketentuan TRIP,S tersebut, dengan tidak
melalukan pelanggaran HK1 berupa pefnbajakan, pemalsuan atas HK1 Negara lain,

. . . . | .
Bagi Raiangan nelaku b.i'snis,'apa yang dilakukan AS ini tentunyé menjadi suatu
peringatan agar mulai sadar dan mematuhi ketentuan-ketentuan HK1 _agﬁl para .

pelaku bisnis kita tidak tersingkir dari persaingan dagang yang semakin sengit ini

~dalam era pas'af glof)al. "Prinsipnya adalah bila kita ingin dihargai HKI kita, maka

12,

13,

kitapun harus bisa melakukan sebaliknya, menghargat HKT milik orang lain.

Karena itu, bagi kalangan usaha kecil ‘menengah, aspek pemahaman tentang
penting'nya HKI dalam dunia usaha adatah sangat penting; Hal ini dapat dilakukan
melalui berbagai C'ara, dan salah satunya adalah melalui pelaksanaan Sostalisasi HKI1

bagi kalangan Pembina usaha 'kecil. menengah. Dengan demikian mereka . dapat -

menyadarkan binaannya tentang pentingnya HK] itu dalam usaha Imér:eka.

Sosialisasi ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis memahami seluk beluk yang
berkaitan dengan HKI, antara lair, pentingnya HKI dalam usaha, bagaimana upaya -

perolehén hak atas HKI, bagaimana perlindungan' hukumnya. Ini penting karena hal-





